BAB III
/ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-
MPD) DI DESA DHARMA TANJUNG KECAMATAN CAMPLONG
TAHUN 2014
: A. Implementasi Kebijakan Program Pengaspalan Jalan
1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

Di Desa Dharma Tanjung Dusun Daman pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) tenpat dilaksanakan
pengaspalan jalan selama kurang lebih tiga bulan rentang waktu kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana ini dikerjakan. Keberadaanya diharapkan
dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan daerah, dan memudahkan
akses perekonomian masyarakat sekitar, melalui hasil wawancara dengan Ketua
Tim Pengelola Kegiatan PNPM-MPd di Desa Dharma Tanjung mengatakan:

“Sangat diharapkan program dari Pemerintah ini dapat
membantu masyarakat yang ada di Desa Dharma Tanjung terutama di
Dusun daman, tentu saja dengan memberikan Pendampingan dimulai
dari mengembangkan apa yang mereka miliki, tinggal bersama dengan
mereka, serta belajar dengan mereka, agar apa yang menjadi peran
= masyarakat dalam pelaksanaan program ini dapat diakomodir,

sehingga nantinya masyarakat memiliki rasa gotong royong, Sehingga
| bersama-sama merasakan mamfaat dalam melaksanakan program

iIl_i” 30

' Sedangkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dharma Tanjung
mengatakan:

“Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
| (PNPM-MPd) di Desa Dharma tanjung ini banyak membawa

3% Wawancara bersama Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014
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perubahan yang wutamanya dalam peningkatan kualitas SDM

masyarakat, salah satunya masyarakat terlibat aktif bersama

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Secara khusus
diharapkan terjadinya proses pembelajaran masyarakat. Schingga cita-

cita pembangunan pemerintah bagi masyarakat desa dapat terealisasi

dengan baik di Desa Dharma Tanjung ini terutama di Dusun Daman

sebagai tempat di laksanakannya program ini”.’!

Dari apa yang diutarakan dari narasumber tersebut diatas, bisa dikatakan
bahwa keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MPd) ini di Desa Dharma Tanjung mendapat sambutan dan
apresiasi yang besar dari pemerintah desa.

Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MPd) ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Pendanaan tersebut dilakukan melalui proses pencairan dan penyaluran dana.
Dimana pada prinsipnya semua proses yang terkait dengan penyaluran dan
pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-MPd) di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong ini dikelola dan
diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sedangkan kegiatan
pengelolaan dan pengadminisfrasian di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola
Kegiatan (TPK).

Administrasi kegiatan dimaksud adalah administrasi kegiatan yang

dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian

kegiatan serta administrasi dan pelaporan keuangan.

3 Wawancara PJS Kepala Desa Dharma Tanjung, 26 November 2014
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Biaya yang dialokasikan pada setiap kegiatan diatas merupakan hasil dari
penelitian serta survey yang dilakukan oleh tim verifikasi kegiatan yang telah
dibentuk pada tingkat kabupaten. Pencairan dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah aliran dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan yang bersumber dari APBD
melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan, adapun sumber dana BLM
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
c. Swadaya Masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha.

Adapun Besar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Alokasi
BLM untuk setiap Kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu
alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal, kecamatan yang mempunya desa
tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan alokasi berdasarkan rasio
penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan . Sedangkan besar Alokasi
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Desa Dharma Tanjung Kecamatan
Camplong berdasarkan jumlah rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di
kecamatan hal ini berdasarkan hasil keputusan Rapat Forum Musyawarah Antar
Desa di Kecamatan Camplong pada hari Rabu 12 Februari 2014 untuk tahun

anggaran 2014.
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Pelaksanaan penyaluran dana merupakan proses penyaluran dana BLM
dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke
rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK dan kemudian disalurkan kepada
TPK Pada setiap desa yang menerimah dana Alokasi BLM, dengan Pembuatan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Rencana Penggunaan Dana (RPD)
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB,
dan lampirannya) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya, adapun
distribusi dana BLM dilakukan dengan pembagian 95% dana untuk pelaksanaan
pembangunan fisik kegiatan, dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen
(2%) dari dana bantuan PNPM-MPd yang dialokasikan di kecamatan tersebut.
Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM-MPd
yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan
menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

Setiap kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Camplong telah menjadi tanggung jawab
dan wewenang dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Camplong, yang
bertugas mengkoordinasi dan memfasilitasi setiap penyelenggaraan Administrasi
bagi setiap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu menandatangani surat-surat
laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan dana ke desa. Serta
\ mengelola kegiatan dan keuangan PNPM-MPd di Kecamatan Camplong.

Sedangkan TPK adalah anggota masyarakat yang dipilih melalui
musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk

mengelola dan melaksanakan PNPM-MPd. TPK terdiri dari Ketua sebagai
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penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program.
Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah
administrasi dan keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah
tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota
atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah
antar desa penetapan usulan. Adapun struktur organisasi TPK Desa Dharma

Tanjung Kecamatan Camplong dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 3.1
Struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dharma Tanjung
Ketua TPK
Sutikno
Sekretaris Bendahara

Y

Rosidi Yuliastutik

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan
Camplong
Adapun jumlah bantuan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan seluruh
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)
di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong secara keseluruhan berjumlah Rp.
211. 500.000,00 dan tambahan dari swadaya masyarakat Rp. 1.267.000,00 dapat

dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel 1.
ngapimlasiwgencana Anggaran Biaya Prasarana

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Camplong.

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MPd) di Desa Dharma
Tanjung Kecamatan Camplong ini jumlah dana yang diberikan keseluruhan
mencapai Rp. 212.767.000,00 yang di antaranya dialokasikan untuk membiayai
Bahan bangunan, peralatan, upah pekerja DOK (Dana Operasional Kegiatan) .

Dan berikut rincian dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan

jalan tersebut dapat dilihat di tabel ini :
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk pusat pembiayaan
yang terbesar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pertama terletak pada
pembiayaan bahan material yang pada pebiayaan pertama berjumlah total biaya
Rp. 165.410.000,00 , alat bangunan total biaya 6.780.000,00 dan upah pekerja
total biaya Rp. 21.580.000,00 jadi pengeluaran pada pembiayaan pembangunan
jalan ini sebesar Rp.195.870.000,00.

Sedangkan untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) kedua pada
pembiayaan untuk bahan material berjumlah total Rp. 4.017.000,00 , alat
bangunan total biaya Rp. 280.000,00 dan upah pekerja total Rp. 2.025.000,00 jadi
pengeluaran pada pembiayan pembangunan jalan ini sebesar Rp.6.322.000,00.

2. Dana Operasional Kegiatan (DOK)

Dana Operasional Kegiatan adalah dana maksimal sampai dengan 5% dari
total dana BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI, dipergunakan untuk DOK
yaitu dana operasional kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Maksimal 2% total dana BLM dipergunakan untuk biaya seperti
honorarium TPK (pengurus dan anggota termasuk juga Pokja),
serta pembayaran tenaga teknis pendampingan yang dikontrak
langsung oleh TPK (bisa berupa Tenaga Ahli, Tenaga
Teknis/Pendukung lainnya yang secara khusus terkait dengan
kegiatan lapangan

2. Minimal 3% total dana BLM Percepatan dan Penguatan-MP3KI
dipergunakan untuk operasional seperti rapat-rapat, administrasi

dan pelaporan kegiatan, verifikasi, desain & RAB, monitoring dan
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evaluasi pelaksanaan kegiatan, publikasi dan hal lain terkait
dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 diatas harus

disusun dalam RAB dan disepakati atau diputuskan dalam MAD.

Berikut rencana anggaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang sudah

di tetapkan dalam PNPM-MPd pembangunan sarana dan prasaran pengaspalan

jalan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong dari table 3. 1 sebesar 2 %

untuk Unit Pengelola Kegiatan(UPK) berjumlah Rp 4.230.000,00 dan untuk Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar 3% berjumlah Rp 6.345.000, 00 jadi total
keseluruhan Dana Operasional Kegiatan (DOK) berjumlah Rp. 10.575.000,00.

. Dalan pelaksanaan teknis penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK)

ini dari bulan Februari 2014 sampai Mei 2014 di bagi dalam waktu lima termin

pembagian, secara rinci dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.
Jumlah Penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Termin UPK TPK Jumlah
1. Rp. 846.000,00 Rp. 1.269.000,00 Rp. 2.115.000,00
2. Rp. 846.000,00 Rp. 1.269.000,00 Rp. 2.115.000,00
3. RP. 1.269.000,00 Rp. 1.904.000,00 Rp. 3.173.000,00
4. Rp. 900.000,00 Rp. 1.308.200,00 Rp. 2.208.200,00
5. Rp. 369.000,00 Rp. 594.800,00 Rp. 963.800,00
Total Rp. 10.575.100,00

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Camplong.
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| Adapun rincian pengeluaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) dari UPK
dan TPK adalah sebagaimana wawancara dengan ketua TPK sebagai berikut:
“Untuk dana DOK TPK kami pergunakan dalam proses pengasplan
jalan ini untuk kebutuhan dokumentasi, transportasi, pembelian alat
tulis kantor, foto copy, undangan rapat, konsumsi rapat..”

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pengeluaran dan Dana
'Operasional Kegiatan (DOK) yang sebesar Rp. 10.575.100,00 itu untuk
'kebutuhan dokumentasi, trasportasi, pembelian alat tulis kantor, foto copy,

;undangan rapat dan konsumst rapat.

. 3. Pendampingan Masyarakat

|

Tugas pendampingan masyarakat dalam Implementasi PNPM-MPd di
Désa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong ini adalah terdiri dari fasilitator
ilceacamatan dan fasilitator teknik. Fasilitator adalah pelaku yang bertugas
I_rnelaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi masyarakat dan kelompok/lembaga. Fungsi
utama fasilitasi yang dilaksanakan adalah mengembangkan komunikasi dialogis,
memberi  motivasi, mengembangkan pembelajaran, mengembangkan
?rofesionalitas, pengorganisasian ~ masyarakat, = melakukan  mediasi,
mendinamisasikan sistem sosial, dan memfasilitasi proses pembaruan di
inasyarakat dan kelompok/lembaga yang didampingi.

Secara lebih rinci fasilitator kecamatan merupakan pendamping

masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap  proses

tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta
|

32 Wawancara bersama Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014
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membimbing KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau pelaku-
pelaku lainnya di desa dan kecamatan.

Sedangkan fasilitator teknik merupakan pendamping masyarakat yang
berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD
(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan
kecamatan khususnya dalam bidang teknis.

Dari hasil wawancara kami dengan fasilitator teknik yaitu :

“Kami membimbing dan mendampingi para pelaksana baik dari
awal rencana musyawarah desa, membuat rencana anggaran, jadwal
pelaksanaan, analisis dampak lingkungan, pelelangan baham material,
pembuatan gambar rencana pembangunan dan teknis pengaspalan.. 33
Dari wawancara di atas dapat Tugas pendampingan fasilitator dalam

implementasi PNPM-MPd pengaspalan jala ini antara lain membimbing dan
memeriksa perﬁbuatan rencana anggaran biaya sarana dan prasarana, pembuatan
jadwal pelaksanaan program PNPM-MPd ini, ceklis masalah dampak lingkungan,
rencana pembangunan, pelelangan pengadaan bahan material , i perjanjian
kontrak proyek dengan suplayer bahan bangunan dan terlibat pendampingan

dalam Musyawarah Desa (MD).

Hal ini sesuai dengan dokumentasi di bawah ini :

# Wawancara bersama Ketua Fasilitator Teknik di Kecamatan Camplong Kamis, 27
November 2014 :
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Gambar 3.2

__ Pendampingan oleh Fasilitator

.....
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program
PNPM-MPd
Implementasi sebagai suatu proses merupakan salah satu tahapan atau
bagian dari keseluruhan proses pencapaian tujuan dari suatu kebijakan atau
program. Dalam implmentasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor ,
begitupun dengan implementasi PNPM-MPd yang ada di Desa Dharma Tanjung

Kecamatan Camplong ini.

Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana
pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi
terhadap pelaksanaan implementasi PNPM-MPd yang ada di Desa Dharma
Tanjung Kecamatan Camplong, maka berdasarkan hasil wawancara dan

dokumentasi peneliti, maka dapat dijabarkan faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi sangat
penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas
bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan
dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan di masayarakat. Ada tiga indikator yang dapat
digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:
a) Transmisi atau penyampaian informasi.
Proses penyampaian informasi merupakan upaya memperkenalkan dan

menyebarluaskan informasi mengenai program PNPM-MPd kepada masyarakat.

81



Upaya ini juga diharapakan menjadi media pembelajaran mengenai konsep,
prinsip, prosedur kebijakan, visi misi program, tahapan pelaksanaan dan hasil
pelaksanaan PNPM-MPd kepada masyarakat luas dalam hal ini adalah masyarakat
pemanfaat yaitu masyarakat Dusun Dhaman Desa Dharma Tanjung Kecamatan
Camplong.

Proses penyampaian informasi dilakukan antara pembuat kebijakan
dengan implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat
dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan,
sehingga implementor tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan
program. Berdasarkan penjelasan dari ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan),
menyatakan menyatakan bahwa:

“Proses penyampaian informasi kepada para implementor
mengenai tata cara pelaksanaan program yaitu melalui rapat koordinasi
yang dilakukan di tingkat kecamatan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penyampaian
informasi kepada tim pelaksana kegiatan di diberikan melalui rapat koordinasi
yang dilakukan di tingkat kecamatan, sedangkan penyampaian informasi atas
laporan pelaksanaan program yaitu dilakukan dalam empat kali termin
pembangunan aspal jalan.

Selain penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana
program seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang tidak kalah

pentingnya adalah penyampaian informasi dari pelaksana program kepada target

¥ Hasil wawancara bersama ketua Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014
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group atau masyarakat itu sendiri, agar dapat memahami sasaran ataupun tujuan
dari program tersebut. Adapun pada PNPM-MPd pengaspalan jalan ini ini sistem
penyampaian isi dan tujuan program kepada masyarakat, dilakukan melalui proses
sosialisasi yaitu dengan musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari
Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“proses sosialisasi awal sctelah penetapan PNPM-MPd
pengaspalan jalan kepada masyarakat pada melalui musyawarah desa yang
dihadiri oleh wakil dari warga Dusun Daman, PJOK, TPK dan fasilitator
guna sosialisasi untuk disampaikan ke semua warganya di dusunnya.”

. Dari komunikasi yang di lakukan PJOK, para fasilitator, perangkat desa,
TPK PNPM-MPd di Desa Dharma Tanjung guna menginformasikan program
pembangunan saran-prasaran pengaspalan jalan. Kemudian melakukan sosialisasi

untuk disampaikan kesemua warganya. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi

di Dusun Daman Dharma Tanjung Kecamatan Camplong :

35 Hasil wawancara bersama Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014.
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Gambar 3. 3
Keglatan Sosmhasal PNPM MPd
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Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Camplong.
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Berikut juga hasil wawancard persama Ketud TPK (Tim Penngelola

Kegiatan):
«K omunikasi dan sosialisast awal kami laksanakan di rumah pak
Kepala Desa pada bulan Februari 2014, hadir sebagai narasumber dati
PJOK, dan pard fasilitator, waktu itu dalam raangka penetapan pengurus
TPK, penetapan insentif pekerja, penz'epakatan jadwal kegiatan dan
mekanisme pengadaan alat dan bahan.. i
Dari hasil sosialisai berhasil dijalankan dengan baik, ini dapat dibuktikan
dengan hasil terlibat aktifnya pard perwakilan dari warga Dusunl Daman.

Sebagaimana tercantum dari dokumen daftar hadir sosialisasi musyawarah desa

yang berjumlah 34 orang.

36 Hasil wawancara ber:
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Gambar 3.4

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Camplong.
Sehingga berdasarkan info di atas dapat diketahui bahwa bagi beberapa
pihak pemanfaat memperoleh informasi melalui musyawarah desa. Berdasarkan

hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari
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program PNPM-PMd pengaspalan jalan ini telah dipahami jelas oleh perwakilan
pemanfaat.

Melalui komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam
proses implementasi kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar
mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran program, sehingga tidak ada
ketimpangan dalam pelaksanaannya. Begitupn dengan implementasi PNPM-MPd
ini, agar mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan program PNPM-MPd
pengaspalan jalan ini.

b) Kejelasan informasi

Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program,
maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas
informasi yang disampaikan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari
kebingungan dan perbedaan persepsi antara keinginan komunikator dengan
penerima informasi. Hal ini dikemukakan oleh ketua UPK bahwa:

*Petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang harus di laksanakan saya
rasa sudah jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat semuanya
sudah tau apa yang menjadi kewajibannya masing-masing dan prosedur
pelaksanaanya, selain itu para fasilitator dan pelaksana juga di belaki buku
juknis..” ¥’

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kejelasan
informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik, selain itu semuanya telah
dijelaskap dalam petunjuk peaksanaan. Dengan adanya kejelasan informasi

mengenai tujuan dan petujuk pelaksanaan, maka dapat mendukung dalam

pelaksanaan guna pencapaian tujuan.

%7 Hasil wawancara bersama ketua Ketua UPK di Kecamatan Camplong Kamis, 27 November
2014.
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Misalnya saja dalam proses penggalian gagasan hingga penetapan usulan,
para pelaksana maupun masyarakat harus tahu betul tahap pelaksanaannya.
Dengan demikian, akan lebih teratur dan dapat berjalan secara efektif.

Kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal yang penting agar
seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut
dan dapat menjalankan fungsinyya. Adapun ketidakjelasan informasi
menyebabkan kesalahan persepsi bagi penerima, yang menyebabkan
implementasi dapat melenceng dari tujuan awal.

c) Konsistensi informasi

Dalam komunikasi antara pelaksana program, tidak hanya merupakan
suatu proses penyampaian pesan, tetapi juga merupakan proses interaksi yang
saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan
adanya konsistensi dan kepastian informasi yang disampaikan harus diperhatikan,
agar tidak berbeda diantara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Menurut pendapat dari Ketua TPK, mengemukakan bahwa:

“Informasi mengenai petunjuk pelaksanaan program sudah sama
diantara pihak-pihak yang terlibat karena kalau tidak konsisten dapat
menyebabkan masyarakat bingung program tidak berjalan dengan
lancar.™®
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

pelaksanaan PNPM-MPd pengaspalan jalan ini telah ada konsistensi sesuai

dengan informasi yang sudah diberikan sebelumnya. Konsistensi atas informasi

yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingingan diantara pihak-

* Hasil wawancara bersama Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014 .
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pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Begitupun dengan
pelaksanaannya pada program PNPM-MPd pengaspalan jalan ini, telah konsisten
sesuai alur tahapan yang telah disampaikan sebelumnya, dimana suatu tahap baru
dapat dijalankan apabila tahap sebelumnya (sesuai dengan aturan) telah
terlaksana.
2. Sumber Daya

Indikator keberhasilan sebuah Implementasi sesuai Edward III berikutnya
adalah sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam
proses implementasi suatu program ataupun kebijakan , dimana tanpa adanya
dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun
kemampuan ataupun keahlian implementor program. Selain itu dalam aspek
sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna
pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan program. Dalam hal ini sumber daya dibagi menjadi dua yaitu
Pertama, Sumber daya manusia (Aparat Desa, UPK, TPK, Fasilitator ), Kedua,
Sumber daya material atau fasilitas.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam
melaksanakan implementasi satu program dalam hal ini kaitannya dengan
implementasi program PNPM-MPd pembangunan sarana-prasarana pengaspalan
jalan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong. Sumber daya manusia
dapat dikatakan penting karena motor pengerak dari tujuan (goals) pelaksanaan

satu kebijakan publik (public policy). Tanpa adanya sumber daya manusia yang
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'~ baik (profesional, kredibel, jujur, dan disiplin) sebuah instansi tidak dapat
menjalankan program atau kebijakan dengan baik.
Oleh karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi

- dalam mendorong keberhasilan kebijakan sangat diperlukan.

Tabel 4.
Pelaksana pada Sekretariat PNPM Kecamatan Camplong
Posisi Pelaksana Tingkat Pendidikan
PIOK Ismail SE S1
Fasilitator Kecamatan Syafi”i S.Sos S1
Fasilitator Teknis Ir. Moh. Syafril Budiono S1
Pendamping local Sukarji SMA
Ketua UPK Akhmad Yuliyanto, SE S1
Sekretaris Hawiyah, SPd | S1
Bendahara - Musrifah S.Ag S1

Sumber : Kantor Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kecamatan Camplong.
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa untuk menduduki posisi
pelaksana pada PNPM, telah memiliki persyaratan dan seleksi khusus. Selain dari
pada pelaksana di atas, berdasarkan Bahan Bacaan Penyegaran Fasiltator
Kecamatan Akses BLM-SPP Tahun 2008, juga dijelaskan beberapa pelaku
PNPM-MPd di Kecamatan yaitu sebagai berikut:
1. Camat, berperan sebaga Pembina pelaksanaan PNPM MP pada desa-desa
di kecamatan.
2. Tim Verifikasi (TV), melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan

kegiatan semua desa peserta PNPM MP dan selanjutnya membuat
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rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan

pengambilan keputusan.

. Tim Pengamat, memantau dan mengamati jalannya proses diskusi

MAD,serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara

partisipatif.

. Setrawan Kecamatan, melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap

mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata
kepemerintahan serta mendampingi masyarakat khususnya dalam
manajemen pembangunan partisipatif.

Badan Pengawas UPK (BP-UPK), melakukan pengawasan pelaksanaan

tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

. Badan Kerjasama Antar Desa, melindungi dan melestarikan hasil-hasil

program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana dan prasarana, hasil
kegiatan PNPM-MPd.

Sedangkan pelaku PNPM-MPd di desa yaitu terdiri dari:

. Kepala desa/lurah, sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta

keberhasilan pelaksanaan PNPM MP di desa.

. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang mengawasi proses

setiap tahapan PNPM-MPd, mulai dari sosialisasi, perencanaan,
pelaksanaan sampai pelestarian di desa. selain itu juga berperan dalam
melegasi atau mengesahkan peraturan peraturan desa yang berkaitan

dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM-MPd di desa.
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3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK), berperan untuk mengelola dan
melaksanakan PNPM-MPd, yang terdiri dari Keftua yang sekaligus
berperan sebagai PJOK, sekertaris dan juga bendahara.

4, Tim Penulis Usulan (TPU), menyusun gagasan-gagasan yang telah

ditetapkan dalam Musdes dan MKP menjadi usulan desa.

5. Tim Pemantau, memantau pelaksanaan PNPM-MPd

6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD), memfasilitasi
atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan

PNPM-MPd di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan,

pelaksanaan maupun pemeliharan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Dharma
Tanjung yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program pengaspalan jalan ini, di lapangan
tentu saja kita membutuhkan pelaksananya. Hal itu berupa adanya
fasilitator, pegawai pegawai pada tingkat UPK serta masyarakat sendiri
yang juga ikut serta mengawal kegiatan ini yang dimaksud dalam beberapa
tim pelaksana.”*

Dalam hal ketersediaan sumber daya pelaksana, di dalamnya termasuk
adalah jumlah pelaksana atau dengan kuantitas yang memadai. Hal ini sesuai
dengan yang dikemukakan lebih lanjut oleh beliau, yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, jumlah pelaksananya yang ada di lapangan itu

sudah cukup, kan sudah ada Fasilitator Kecamatan serta pegawai UPK
yang ada di kecamatan yang berasal dari rakyat dan pelaksananya di

¥ Hasil wawancara PJS. Kepala Desa Dharma Tanjun di Desa Dharma Tanjungg Rabu, 26
November 2014
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lapangan adalah masyarakat sendiri yang diberdayakan. Jadi saya rasa

pelaksana program ini sudah cukuplah.”*’

Bagi pihak kepala desa sendiri selaku pembina dan pengawas
menganggap bahwa jumlah pelaksana yang ada saat ini secara kuantita dan
kualitass sudah memadai dan hal yang paling penting adalah partisipasi aktif
masyarakat.

Itu pula yang di sampaikan salah satu tokoh masyarakat Dusun Daman
Desa Dharma Tanjung ia mengatakan :

“Secara umum pengaspalan jalan di laksanakan dengan baik oleh
aparat pemerintah dan juga banyak melibatkan masyarakat setempat dalam
pengetjaan teknisnye!. Sepcrfi seka.lrang manfaatnya l?aik ba%i para petani
dan anak sekolah ketika musim hujan tetap bisa berktifitas...

Penambahan SDM dari pihak ketiga, yaitu masyarakat setempat sangat
membantu proses pengaspalan jalan ini, mereka secara swadaya ikut dalam proses
pengaspalan jalan.

Selain jumlah pelaksana yang memadai, juga diperlukan adanya pelaksana
yang berkompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila jumlah
pelaksana telah mencukupi, namun tanpa dibarengi dengan kemampuan atau
keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses pelaksanaannya kelak
tidak dapat bejalan dengan maksimal. Keterse;diaan sumber daya manusia yang
terampil merupakan hal yang sangat penting agar pelaksanaan program lebih

cfisien, dimana kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat bukan

40 Hasil wawancara PJS. Kepala Desa Dharma Tanjung di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26

November 2014.
41 I1asil wawancara bersama tokoh masyarakat Dusun Daman di Dusun Daman, Rabu 26

November2014.
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disebabkan oleh jumlah pelaksana yang tidak memadai, tetapi lebih pada

kurangnya kualitas sumber daya manusia selaku pelaksana.

b. Sumber daya Material
Dalam konteks ini, sumber daya material adalah sumber daya yang dapat

diartikan fasilitas dan sumber daya bantuan keuangan. Dari hasil penelitian
dilapangan, sumber daya material atau bantuan dalam program PNPM-MPd
: bersumber dari APBD melalui Kantor Kas Daerah setempat dan APBN melalui
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kecamatan, adapun sumber
dana BLM PNPM MD menurut Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) PNPM MD
berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

3. Swadaya Masyarakat

4. Partisipasi dunia usaha.

Dana alokasi telah diberikan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja
. yang di wujudkan salah satunya dalam bentuk bahan bangunan seperti batu,

aspala, pasir, kayu bakar, gerobak, cangkul, ganco, sekrop, palu, benang, prasarti
' pembangunan dan papan proyek. Sebagaimana juga di jelaskan dengan ketua TPK
: bahwa pendanaan sempat tersendat di akhir-ahir proyek atau termin ke empat dari
_ jadwal pelaksanan, hal ini sesuai hasil wawancara dengan ketua TPK sebagai

berikut:
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Penganggaran untuk PNPM-MPd ini sudah sesuai dengan apa yang
tercatat di RAB meskipun di akhir-akhir pembangunan jalan ini kucuran
dana dari atas (pemerintah) sempat tersenda it

3. Disposisi (Sikap Pelaksanaan Program)

Disposisi  yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen
pelaksana terhadap program, dimana pelaksanaan program akan menjadi
bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan
program dengan baik yaitu memiliki persepsi yang berbeda dengan pembuat
program, maka biasanya ditempuh penyelesaian ataupun antisipasi dengan upaya
penempatan pegawai yang sesuai dan memiliki dedikasi yang baik dan serta
pemberian intensif.

a) Penempatan Pegawai

Adapun salah satu faktor yang penting dalam pelaksana suatu program
yaitu penempatan pelaksana program. Dalam implementasi PNPM-MPd ini
terdapat beberapa pelaksana diantaranya PJOK, Fasilitator dan pelaksana pada
UPK, dimana mereka melalui tahap seleksi terlebih dahulu untuk menilai
kompetensinya apakah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Hal ini
berdasarkan pemaparan Bapak ketua UPK yang mengatakan, bahwa:

“Proses pemilihan fasilitator dilakukan oleh pusat. Mereka
kemudian diseleksi melului tes di provinsi. Hasil tes diumumkan di forum
di kabupaten. Kemudian juga diwawancarai untuk memaparkan visi dan
misinya menyangkut program PNPM ini. Adapun persayaratannya yaitu

lulusan S1. Selain itu juga harus mempunyai pengalaman proyek minimal
7 tahun”.*?

2 Hasil wawancara bersama Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014 .

3 Hasil wawancara bersama Ketua UPK di Kecamatan Camplong Kamis, 27 November 2014,
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Beliau juga menambahkan bahwa:

“Sementara pemilihan bagi pengurus UPK yaitu melalui pilihan
masyarakay.  Adapun persyaratannya  yaitu minimal  tamatan
SMA/sederajat dan yang  tak kalah penting yaitu mereka harus
berpengalaman”. .

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa penempatan
pegawai pelaksana yaitu melalui tahapan seleksi guna memperoleh pelaksana
yang sesuai dengan tugas yang akan dijalankannya. Pengangkatan dan pemilihan
personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki
dedikasi pada tugas yang dijalankan.

b) Insentif

Selain dengan penempatan pegawai yang sesuai, yang memiliki
persepsiatau sikap yang sama dengan pembuat program kebijakan guna
pencapaian tujuan, maka salah satu juga yang berpengaruh terhadap sjkap dan
komitmen pelaksana, yaitu dengan pemberian insentif yang meamadai. Karena
tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan
dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi.

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan,
dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian bonus bagi
pelaksana yang menunjukkan prestasi  atau dengan memberikan suatu

penghargaan baginya. Pada pelaksanaan program PNPM-MPd ini berdasarkan

pernyataan dari Ketua TPK bahwa:

4 11asil wawancara bersama Ketua UPK di Kecamatan Camplong Kamis, 27 November 2014.
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“Insentif dalam bentuk materi tidak ada, tapi ada semacam reward
bagi pelaksana yang berhasil melaksanakan program dengan baik dan
lancar, maka desa tersebut bisa menjadi prioritas penyaluran PNPM-MPd
selanjutnya”.*’

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa pada implementasi kebijakan program PNPM-MPd insentif yang diberikan
kepada pelaksana yaitu berupa prioritas penyaluran PNPM-MPd untuk periode
berikutnya di bandingkan daerah lainnya.

4. Struktur Organisasi/ Birokrasi

Dalam Implementasi suatu kebijakan dalam hal struktur birokrasi tidak
akan terlepas dari adanya Standart Operating Procedures (SOP) dan
Jragmentation. Seperti yang telah dijelaskan bahwa struktur birokrasi adalah suatu
prosedur atau pola yang mengatur jalannya pekerjaan didalam implementasi
kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang
mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu,
kadangkala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung
jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya kooardinasi.

a) SOP (Standar Operating Procedur)

Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur yang menjadi
standar pelaksanaannya. Adapun menurut Fasilitator Kecamatan yang menyatakan
bahwa : Hal ini dibuktikan di lapangan dengan adanya kelancaran mulai dari
proses sosialisasi sampai proses pencairan bantuan program. Berikut penjelasan

Fasilitator Kecamatan ;

% Hasil wawancara bersama ketua Ketua TPK di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26 November 2014
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“Dalam pelaksanaan PNPM-MPd pengaspalan jalan ini, sudah
disediakan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Jadi semua prosedur-
prosedur maupun aturan-aturan yang harus diikuti, sudah termuat dalam
PTO tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPK ia mengemukakan

bahwa:
“Banyak aturan-aturan yang diterapkan dalam program PNPM-

MPd ini, terutama berlaku untuk para pelaksana”.

(Hasil wawancara bersama ketua Ketua UPK di Kecamatan Camplong

Kamis, 27 November 2014)

Suatu program atau kebijakan harus mengandung aturan yang jelas dan
tegas. Hal ini bertujuan untuk mengatur para aktor implementasi yang terlibat,
sehingga tidak bertindak semaunya, dan akhirnya akan berdampak pada efektifnya
implementasi program yang dijalankan.

b) Fragmentasi

Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran
tanggung jawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga
dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat
tersebut. Adapun dalam pelaksanaan PNPM-MPd pengaspalan jalan ini,
melibatkan beberapa pihak'yang terkait, diantaranya BKAD, Kades sebagai
badan pengawas, Fasilitator, UPK, dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa beliau mengungkapkan :

“Kami sendiri selaku pengawas kegiatan PNPM-MPd ini,
kami tidak banyak terjun langsung pada di lapangan, karena secara

% 1asil wawancara bersama Fasilitator Kecamatan di Kecamatan Camplong Kamis, 27
November2014 .

98




teknisnya yaitu fasilitator, UPK dan TPK. Tapi kami melihat

partisipasi masyarakat yang baik”.*’?

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa koordinasi

pelaksana program dengan masyarakat berjalan dengan baiak. Hal ini

menandakan bahwa dengan adanya tanggung jawab baik di antara masyarakat dan

pelaksana program.

C. Hasil Implementasi Kebijakan PNPM-MPd

Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi lapangan, peneliti

menemukan beberapa hasil terkait bagaimana proses implementasi kebijakan

PNPM-MPd pembangunan sarana pengaspalan jalan yang selesai pada bulan Mei

2014 ini di laksanakan. Terkait faktor utama keberhasilan Program PNPM-MPd

pembangunan sarana pengaspalan jalan sebagai berikut :

No Faktor Utama Implementasi Hasil Penelitian
Kebijakan
1 BLM (Bantuan Lengsung | Dana yang di pakai sudah sesuai
Masyarakat) RAB, yang penurunannya melalui
5 tahap selama pelaksanaan
program
2 DOK (Dana Operasional Kegiatan) Dana berasal 5 % dari seluruh

Bantuan Langsung Masyarakat,

3% untuk operasional UPK dan 2

*7 Hasil wawancara PJS Kepala Desa Dharma Tanjung di Desa Dharma Tanjung Rabu, 26
November 2014,

99




% untuk operasional TPK, sesuai

RAB

Pendampingan Masyarakat

Fasilitator Teknik dan Fasilitator
Kecamatan melakukan
pendampingan masyarakat secara
langsung kepada masyarakat. Dari
perencanaan, pelelangan,

pengawasan dan pemeliharaan

Hasil faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan PNPM-

MPd terkait pembangunan sarana pengaspalan jalan sebagai berikut :

NO Proses Implementasi Hasil Penelitian
Kebijakan

1 Komunikasi PjOk, UPK, Fasilitator, TPK, aparat desa
dalam mensosialisasikan
kebijakan PNPM ini melalui musyawarah
desa, kebijakan sudah tersampai kan
secara jelas dan konsisten. Meskipun tidak
menggunakan media.

2 Sumber Daya Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan

sudah sesuai persyaratan, meskipun
masih kurang

memadai yaitu petugas lapangan yang
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memberikan penyuluhan dan
pendampingan masih sangat sedikit.
Penyediaan dana  sesuai  rencana
anggaaran, sarana sudah sesuai, meskipun

di akhir program sempat tersendat.

Disposisi

Penempatan pegawai pelaksana
dilapangan dalam hal ini petugas
lapangan dan pengawas lapangan sudah
sesuai dengan bidang dan spesialisasinya
masing-masing karena sebelumnya
mereka telah mengikuti pelatihan

pelatihan.

Struktur Birokrasi

Struktur  birokrasi dimana  bentuk
koordinasi

dan kerjasama antar pihak-pihak yang
terkait PjOk, UPK, TPK dan Fasilitator
dalam pelaksanaan kebijakan

kelompok tani seperti para petugas
lapangan, kepala bidang dan sub bidang
serta para staf, yang membantu sosialisasi

masih berjalan dengan baik
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Hasil tolak ukur pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan sarana

pengaspalan jalan sebagai berikut :

No

Pemberdayaan Masyarakat

Hasil Penelitian

Pengorganisasian Masyarakat

Kepengurusan TPK dan kader desa
berasal dari masyarakat yang di ajukan
oleh desa, tim teknis lapangan dan
sumber material berasal dari masyarakat

desa

Penguatan Kelembagaan

TPK, kader desa dan masyarakat
senantiasa di damping dan di beri arahan

oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan

| Manajemen Sumberdaya

Pembangunan sarana pengaspalan jalan
telah memudahkan akses transportasi
ekonomi masyarakat yang di hasilkan

dari para perajin rantang dan petani
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Ini nampak gambar hasil pembangunan sarana pengaspalan jalan :

Gambar 3.5
Kondisi Pengaspalan Jalan

Sumber : Dusun Daman di ambil Rabu, 26 November 2014
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